BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi para pekerja rentan bukan

Mengingat

—

penerima upah sebagai akibat dari resiko kecelakaan
kerja dan resiko kematian serta sebagai upaya
pemerintah daerah dalam melindugi setiap warga
negara khususnya masyarakat di Kabupaten
Jembrana untuk memberikan perlindungan jaminan
sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, sehingga
pekerja rentan bukan penerima upah dapat bekerja
dan meningkatkan produktifitsanya;

. bahwa Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017

tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan dan Kesehatan sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan
hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Program Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan dan
Kesehatan;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah  Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 16595);

3. Undang-Undang . . .



Menetapkan
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3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi
Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6871);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

7. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
dan Kesehatan (Berita Daerah kabupaten Jembrana
Tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

: PERATURANBUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN.

Pasal I
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan dan Kesehatan ( Berita Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun 2017 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Jembrana.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Jembrana.

. Bupati adalah Bupati Jembrana.

. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk

perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya

. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang

selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah
penyelenggara program jaminan kesehatan.

. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS
Ketenagakerjaan adalah penyelenggara program
jaminan Ketenagakerjaan.

. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing

yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Daerah
yang telah membayar iuran.

. Kepesertaan adalah setiap orang, termasuk orang

asing yang telah menjadi peserta Jaminan Sosial.

. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha

badan hukum atau badan-badan lainnya yang
memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan,
atau badan hukum, yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri, atau badan hukum yang
secara Dberdiri sendiri menjalankan perusahaan
bukan miliknya yang berada di Daerah.

Anggaran adalah anggaran yang dialokasikan oleh
Pemerintah Daerah.

Pengalokasian Anggaran adalah serangkaian kegiatan
guna menentukan pembagian dana secara sistematis
untuk melangsungkan pelaksanaan program.

13. Pekerja . . .



4

13. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal
yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar
memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan
sangat minim dan pekerja bukan penerima upah
lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi
serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.

14. Desa adalah Desa di Kabupaten Jembrana.
15. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten
Jembrana.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah mendaftarkan tenaga kontrak
dan/atau tenaga kerja non pegawai negeri sipil
dalam program Jaminan Sosial yang
diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan
BPJS Kesehatan.

(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran
untuk Pekerja Rentan di Desa dan Kelurahan dalam
program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh
BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Pengalokasian sebagaimana dimaksud ayat (2)
disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah
dan Desa.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam = Berita  Daerah Kabupaten
Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 22 September 2023
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 22 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,
ttd
I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 48



